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LAPORAMN
TENTANG
SOSIALISASI TATACARA PENDAFTARAN DRGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KABUPATEN BALANGAN
A, Pendahuluan.

Dalam rangka tertib administrasi dan antisipasl terhadap dinamika perkembangan pelaksanaan
pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di daerah, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan babwa Ormas dapat berbentuk
badan hukum atau tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah
mendapat pengesahan badan bukum dari Menteri Hukum dan Hak Asatl Manusia. Sementara Ormas
tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar [SKT)

dari Menteri Dalam Negerl,

Bedasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisam
Kemawyarakatan bahwa dalam hal Ormas tefah memperoleh status badan hukum, maka tidak
memeriukan Surat Keterangan Terdaftar {SKT). Terhadap permohonan pendaftaran Ormas yang telah
memperoleh status badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM agar tidak diproses lebih lanjut.
1. Maksud dan Tujuan.
Soslalisast Inl bermaksud untisk memberikan pemahaman kepada organisast Kemasyarakatan
khususnya Ormas Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Balangan agar bisa terdaftar dan
tercatat di Kementerian Dalam Negeri dan tertibnya administrasi
Tujuan Sosialisasi yang di laksanankan oleh Badan Kesatuan Bargsa dan Politik Kabupaten
Balangan agar Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Balangan dapat mengetahui
bahwa Pendaftaran Ormas dapat dilakukan secara elektronik dengan syarat yg ditentukan
dalam Feraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
Pengelolan Sistem Informas! Organisas! Kemasvarakatan,
2. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam keglatan sosialisasi inl oi fokoskan kepada Organisasl Kemasyarakatan
dalam Bidang Penanganan dan Pencegehan Bahayn Kebakaran yang ada di Kabupaten
Balangan.
3. Dasar Hukum
Dasar Hukum Kegiatan adalah !
Peraturan Menteri Dalam Megerl Nomar 57 Tahun 2017 tentang Pendafioran dan Pengalolaan
Sistemn Informasi Organisasi Kemasyarakatan
B Keoegiatan yang dilaksanakamn,
Pelaksanaan Kegiatan dibuka Oleh Pit, Kepala Badan Kesbangpol Kab, Balangan vaitu Bpk. H. Rody
Rahmady Noor, 5. Sos. M. Pub,



Dalam penyampaian pada pembukaan tersebut Pl Xepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan berharap kegiatan tersebut bisa menjadikan Ovganisasi Kemasyarakatan
Khususnya di Kabupaten Balangan dapat terdaftar dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri,
Peserta yang hadir berasai dari Organisas| Kemasyarakatan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
Moderatar datam kegiatan yaitu JF Sub Koordinator Organisas! Kemasyakatan.
Narasumber dalam kegiatan inl dari Kodim 1001 Amt-Blg yaitu Pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg dan
Kabid Politik Calam Negeri dan Ormas.
Materl yang disampaikan oleh Kabid Politlk Dalam Neger dan Ormas tentang tatecara Pendaffaran
Ormas ke Kementarian Dalam Negern
Dalam penyampalan materl Kabid Poldagri dan Ormas menyampaikan ada 2 Kementerian yang
menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas
1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusis untuk Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki
Kepengrurusan Berjenfang ( Pusat - Provinsi- Daersh) dan hanya di wafibkan melaporkan
kepengurusannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Folitik tentang Keberadaannya di Daerah.
2. Kementarian Dalam Negerl/ Kemendagri untuk Organisasi Kemasyarakatan yvang tidak berbadan
hukum dan memillkl kepengurusan hanya di Tingkat Daerah.
Dalam Sosialisasi tersebut di fokoskan uniuk Organisasi Kemasyarakatan tidak berbadan hukum .
Kabid Poldagn dan Organitasi Kemasyarakatn juga menyapaikan syaral dan ketentuan  untuk
mendapatkan SKT untuk Organ:sasi Kemasyarakatan yang tidsk berbadan hukum meélalul Kemeanteran
Calam Negeri dan menyapaikan bahwa Badan Kesatuan Bangss dan Palitik tidsk lagi menerbitkan SKT
terhitung sejak di terbitkannya Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem informasi Ormas dan tugas Badar Kesatuan Bangsa dan Palitik
Kabupaten Balangan Bidang Poldagri dan Drmas hanva memberikan Pelayanan pendattaran Organisasi
Kemasyarakatan yvang mgln mendapatkan SKT di Kemanterian Dalam Megerl,
Materi vang di sampaikan pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg tentang pentingnya Organisasi
Kemasyarakatan dalisrn membantu tugas pemerintab dalam hal permberdayaan sumber daya manusia,
Pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg juga menyapatkan perlunya sinergisitas untuk menjaga kestabilan dan
keharmonisan i masyarakat dan mencegah terjadinya Konflik antar masyarakat.
Hasil yang dicapai
Dalam Sosialisasi tatacara pendaftaran Organisast Kemasyarakatan hasil vang dicapal adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan pada sub Bedang Organisasl Kemasyarakatan

2. Terbinanya oOrganisasi kemasyarakatan dan  bartambahnya pengetahuan  Organisasi

Eemasyarakatan fetang tatacara Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan,



D, Simpualan dan Saran
Kesimpulan vang di ambil pada kegiatan sosislisasi tatacara pendaftaran organisasl kemasyarakatan
yang di |sksanakan oleh Bakesbangpol Kab. Balangan melalul Bidang Poldagr dan Ormas yaltu masih
banyaknya organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan yvang belum terdaftar dan masih
memiliki SKT Lama yang di keluarkan Oleh Bakesbangpal.
taran yang diambil pada kegiatan sosialisasi tatacara pendaftaran organisas! kemasyarakatan periu
adanya kegistan sosialisasi yang Iebih maksimal agar nantinya ofganisasi Kemasyarakatan lebih tertib
administrasi.

E Penutug
Demikian Laporan Keglatan inl dibuat dan dapat digunaksn sebagaimana mestinya,

Dibuat di Paringsn Salatan,

NIP. .':'355?_15 198801 1002
\



Dokumentas Keglatan
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LAPORAN
TENTANG
SOSIALISAS] TATACARA PENDAFTARAN ORGANISAS| KEMASYARAKATAN
D KABUPATEN BALANGAN
&, Pendahuluan,
Dalam undang-undang nomor 7 tabun 2017 tentang pemiihan umum, pasal 1 dijslaskan Pemilihan
Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakll presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasra, jdur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasifa dan Undang-
Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945, Suksesnya penyelenggaraan Pamilu tidak hanya
menjadi tanggungiawab darl penyetenggara pemilu itu sendiri dalam hal jni Kamisi Pemilihan umum
(KPU), Badan Penpawas Pemilu [Bawasiu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu {DKPPR), akan
tetapl menjadi tanggung jawab kita semua termasuk peserta pemilu, dan masyarakat. Jauh lebib lanjut
suksesnya penyelengigaraan pemilu itu sendirl tidak terlepas darl peran pemerintah daerah, Peran ikut
serta pemeriniah daerah dalam menyukseskan proses penyelenggaraan pemilu sangatlah penting, Lalu
apa peran pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tersebut
Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umom, pasal 434 telah dlamanatkan
bahwa wntuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajban Penyelenggara Pemily,
pemerintah dan pemirintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasibitas sesval dengan ketentuan
peratursn perundang-undangan. Bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan
personel pada sekretariat PPE, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat
PPE. Panwaslu Kecamatan, dan PPS, Selain itu hal yang tak kalah penting peran pemerintabh daerah
dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan
perundang-undangan Pemilu, pelaksanaan pendidikan politie bagi pemifih untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pemilu, kelancaran transportasi pengifiman logitik, pemantisuan
kelancaran Penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan fain yang sesus| dengan kebutuhan pelaksanaan
Pemilu.
Terlepas darl beberapa peran tersebut diatas, dukungan (pemerintah daerah) dalam mensosialisasikan
terhadap peratursn perundang-undangan pemilu, menjadi hal yang mendasar, sebab dengan cara
ifutah pemerintah daerah dapat menyebar informasi kenapa pemilu ini penting. apa-aps yang menjadi
larsngannya, dan spa konsekuensi hukumnya ketika metakukan pelanggaran pemilu
selaln itu peran (pemerintah daerah) dalam memberikan Pendidikan politik kepada
masyarakat/pemilih tentu tak kalzh pentingnya, sebab dengan adanya pendidikan ploitik setidaknya
matyarakat yang punya hak pilih dapat menunaikan haknya atau dengan kata lain dapat memberikan
hak suaranya pada saat pencoblosan nantinya, Sehingga dengan demikian angka partisipasi masyirakat
ywang punya hak pllih dalam penyelenggaraan pemilu semakin meninghkal.



1. Maksud dan Tujuan
Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemitu Sarantah Tahun 2024 dilaksanskan kepada
Masyarakat agar menjadi wargs negara yang sadar akan hak dan kewajibannya datam
xehidupan berbangsa dan bernegara yang mana dalam hal ini dapat menggunkan hak suaranya
dalam pemilihan Umum
2. Ruang Lingkup.
Ruang Lingkup Kegiatan Sosialisasi ini adalah Masyarakat yang ada di Kecamatan s Kabupaten
Balangan,
3. Dasar Hukum
Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
B. Kegiatan yang dilaksanakan.
Pelaksanaan Keglatan Sosialisasi pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan oleh
Badan Kesbangpo! Kab. Balangan diwilayah Kecamatan Tebing Tingg dengan peserta berasal dari
Aperatur Desa dan Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi. Dengan Narasumber kegiatan dari Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Balangan serta di hadiri unsur
muspika dari Kapolres Balangan, Danramil Awayan/Tehing tinggi dan Kapolsek Awayan/Tebing Tingag:
Materl yang di Sampaikan oleh BAWASLU yang dalam hal ini Ibu. Imel berkaitan tentang tindak
Pencegahan dan Pelanggaran yang terjadl saat pelaksanaan tahapan kampanye yang di jalankan oleh
pihak partai politik sarta melakukan pencegahan utamanya dengan cara melakukan himbauan terlebih
dahudu.
fhu imel jugs menyampalkan tentang tempat-tempat vang tidak boleh dilakukan pemasangan alat
kampanye berupa tempat ibadah, sekolah, dan faglitas umum milik pemerintah.
Anggota TNI/POLAI tidak beleh teslibat dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik dan
diharapkan menjaga netralitasnya.
Masyarakat juga dapat melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan partal polittk melalui aplikasi
yang disediakan aleh BAWASLU yaitu SIGAP LAPOR.
BAWASLU telah melaksanakan pelantikan penwascam se Kecagmatan wilayah Kabupaten Balangan.
Materi yang di Sampaikan oleh KPU yang dalam hal ini ibu.Neor Halll berkaltan tentang Proses Tahapan
Ponyelenggaraan Pemilu Tahun 3024.Adapun penyelenggaraan pemilu adaiah lembaga vang
menjelenggarakan pemilu yvang terdirl stas komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilu
sebagal satu kewatuan. penyelenggaraan Pemilu Terbagl menjadi 2 Jents yaitu Pemilu, dan Pilkada.
Setlap pemilu di sepakati dan di patankan setiap hari Rabu, dikarenakan itu adalah hari yang tidak
terjepit,
Syarat memilit.
1. Berumur 17 tahun mentkah/belum menikah
2 Berkewarganegaraan indonesia,
3, Tidak dalam kesatuan Polr|/TNI



Berubahan peraturan badan ad hock boleh 2 kab berturut-turut dengan masa agd hock dihapuskan dan
Berubahan peraturan badan ad hock boleh 2 kali berturut2 dengan masa add hock diubah dengan
begity bagl petugas PPK dan PPS serta KPPS yang sudah menjadi anggota pada Pemilu tebelumnya
dapat mandaftar lagi.

Kaomisi Pemilikan Umum (KPU) Kab. Balangan dalam hal Perekrutan Anggota PP/PPS dapat mendaftar
melalul Website yang di sediakan oleh KPFU dengan masuk melalui http:cekdptonline KPU.go.id,

. Hasll yang dicapal

Padn acara Sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 bagl Aparal Desa elan
Masyarakat mendapatkan hasil yaitu :

1. bertambahnya wawasan Masyarakat tentang tahapan Pelaksanaan Pemiiu

2. jadwal pelaksanaan pemilihar umum.

3. tahapan yang dilakukan cleh masyarakat apabila ada pelonggatan yang dilakukan oleh Calon.

. Simpualan dan Saran

Kesimpulan vang dapat di ambil dalam kegiatan sosialtsasi pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun
7034 di Kecamatan Tebing Tingg adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami tahapan
pelaksanasn pemilu serta masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang pelanggaran Pemilu
yang di lakukan oléh Calon saat Kampanye.

Saran didapat dalam kegintan tersebut Pemerintah Daaerah dan Penyelenggaran Pemilu lebih
maksimal lagi dalam Sosialisasi kepada masyarakat.

Penuiup

Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat dan dagasl digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pazingin Selatan,
pada tangeal 21 N 2022

LA

Musni Wardi, 5. AP
1

NIP. 1ﬂ55111ﬁ 198801 1 002



